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ABSTRAK 

Pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana pada kebijakan ini 

dinilai masih belum efektif karena hanya bersifat sebagai pidana tambahan 

sehingga menyebabkan ketidakoptimalan pengembalian kerugian keuangan negara. 

Hal tersebut dapat dibuktikan pada tahun 2022 negara mengalami kerugian 

keuangan negara sebanyak 48,79 triliun rupiah  dan hanya dapat dikembalikan 

sebanyak 22 triliun rupiah. Keadaan tersebut menimbulkan sebuah permasalahan 

mengenai kebijakan kriminal pengembalian kerugian keuangan negara serta 

implementasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan 

kriminal pengembalian kerugian keuangan negara serta implementasinya. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan kajian data 

sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang bersumber dari studi 

kepustakaan. Kebijakan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara telah 

diatur dalam peraturan di Indonesia baik melalui mekanisme pidana maupun 

gugatan perdata pada keadaan tertentu. Upaya penegakkan hukum terhadap 

pengembalian kerugian keuangan negara telah sesuai dengan teori sistem hukum 

karena telah mampu menyelesaikan beberapa kasus salah satunya pada Putusan 

Nomor 2595 K/Pid.Sus/2023. Implementasi pada Putusan Nomor 2595 

K/Pid.Sus/2023d dirasa belum efektif memberikan efek jera serta mewujudkan nilai 

keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan terdapat 

kemungkinan tidak optimalnya pengembalian kerugian keuangan negara secara 

keseluruhan akibat kebijakan yang ada. 

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, 

Perampasan Aset, Pembayaran Uang Pengganti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


